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   ${ttd_pengirim} 

: 
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG 

 

         RURI H. ROESMAN 

   NIP 198409092003121003 
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG Nama SOPAP : SOPAP LAYANAN PERMOHONAN PENDAFTARAN 

REGISTER FILIPINO NATIONALS 

Dasar Hukum 
1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian;  

2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  

3.Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;  

4.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;  

5.Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; 

6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. 

1.Memiliki kemampuan Intelijen Keimigrasian 

2.Memiliki kemampuan pengolahan data;   

3.Memiliki kemampuan penerbitan paspor;   

4.Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;   

5.Mengetahui prosedur penerbitan paspor;   

6.Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; 

7.Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. 

SOP Pelayanan RFN Bagi subjek yang telah teregister diwilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung 

1.Komputer;  

2.Printer dan Scanner;  

3.Alat tulis kantor.  

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses Penerbitan Register Filipino National (RFN) akan terhambat dan 

menyebabkan ketidaksesuaian ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian 

Pencatatan dan Pendataan 
Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP) TENTANG 

 


